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ABSTRAK

Fakhrur Razi Khair : Tinjauan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan
Pajak Reklame Di Kota Bukittinggi

Pembimbing : Okki Trinanda, S.E., M.M.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diterima
oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Bukittingi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana tinjauan strategi pemerintah dalam meningkatkan pajak
reklame di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
mengumpulkan data melalui wawancara dan data target dan realisasi
penerimaan pajak reklame pada tahun 2019-2023. Setelah data tersebut
dikumpulkan, data diolah dan dianalisis menjadi informasi dan pengetahuan
yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tinjauan
strategi pemerintah dalam meningkatkan pajak reklame di Kota Bukittingi
yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. Pertama, Badan
Keuangan Daerah Kota Bukittinggi menggunakan sebuah sistem aplikasi
secara H2H (Host to Host) untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.
Kedua, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mengevaluasi baik secara
internal maupun eksternal serta melakukan sosialisasi dan menginformasikan
kepada seluruh masyarakat ketika wajib pajak tidak taat pajak dengan tegas
akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.
Ketiga, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi membuat rencana jangka
panjang Yyaitu dengan menggunakan sistem informasi SPPD (Sistem
Pengelolaan Pendapatan Daerah).

A. Kata Kunci: Pajak, Reklame, Strategi



ABSTRACT

Fakhrur Razi Khair : Contemplation of Government’s Strategy in
Increasing Advertisement Tax in Bukittinggi City

Advisor : Okki Trinanda, S.E., M.M.

Advertisement tax is one of taxes that received by Badan Keuangan
Daerah (BKD) in Bukittingi City. This research aimed to know how the
contemplation of government’s strategy in increasing advertisement tax in
Bukittinggi City.

Furthermore, this research was descriptive with collecting data through
interview and data of target and realization receiving advertisement tax in
2019-2023. After collecting the data, the data was processed and analyzed to be
information and knowledge related to this research problems.

Based on the result of this research, it showed that there were several
government’s strategies in increasing advertisement tax in Bukittinggi City
that received by BKD of Bukittinggi city. First, BKD of Bukittinggi city used an
application system H2H (Host to Host) to increase receiving advertisement tax.
Second, BKD of Bukittinggi city evaluated internal either external and also did
a socialization and informed to all of the citizens when tax payers did not obey
taxes strictly, would be given sanctions in accordance with the applicable
provisions and regulations. Third, BKD of Bukittinggi city made a long
planning, it was with using an information system SPPD (Sistem Pengelolaan
Pendapatan Daerah).

Keywords: Advertisement, Strategy, Tax
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada dasarnya, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk
melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu Negara
merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian Negara
(Bahamid & Wahyudi, 2018). Indonesia merupakan Negara yang memiliki
banyak pulau dan daerah-daerah, sehingga di Indonesia terdapat otonomi
daerah.

Pemerintah pusat memandang pemerintah daerah selaku rekan
kerja sama dalam penerapan tugas otonomi daerah. Otonomi daerah ialah
hasil pembaruan yang hendak dialami oleh setiap daerah di Indonesia
khususnya kota dan kabupaten selaku unit pelaksana otonomi daerah.
Demi mewujudkan otonomi wilayah, pemerintah mesti bertindak segera,
salah satunya melalui upaya pengembangan penerimaan pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib
pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal ini diharapkan
kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan

kontribusinya demi meningkatkan



pendapatan suatu Negara. Penerimaan pajak sangat penting bagi suatu
negara karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara.
Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan
sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Disamping itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan
pembangunan daerah di segala bidang. Peningkatan yang direncanakan
oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
sehingga pemerintah membutuhkan setidaknya dana yang mencukupi
untuk meningkatkan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah  ditujukan untuk kemakmuran masyarakat, termasuk
penyelenggaraan pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Menurut Rahayu (2010:41), pajak reklame adalah pajak yang ditunjukkan
kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan. Selain itu,
pajak reklame juga merupakan satu dari pajak daerah yang berkontribusi
menjadi sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
pajaknya dipakai kepada tiap perorangan atau badan atas berdirinya media
reklame yang bertujuan dalam mempromosikan atau mengiklankan
sebagai penarik perhatian banyak orang yang melihat kepada barang atau
jasa yang sedang ditayangkan dalam media reklame tersebut (Utomo &
Wiwoho, 2017) dalam (Mutiara, dkk., 2022). Mardiasmo dalam
(Tombokan, dkk., 2019) mengatakan, pajak reklame ialah iuran wajib
yang penyelenggraannya atau berdirinya media reklame, lalu objek pajak

pada pemungutan reklame merupakan semua wajib pajak, baik itu wajib



pajak badan maupun wajib pajak perorangan yang mendirikan
reklame tersebut dengan berbagai macam bentuk media, kecuali reklame
yang didirikan oleh pemerintah tidak dikenakan pungutan atas pajak
reklamenya.

Selanjutnya, Herfina & Sari (2024) menyampaikan bahwa pajak
reklame dibagi menjadi atas 2 jenis yakni objek pajak reklame dan bukan
objek pajak reklame. Bentuk objek pajak reklame ialah (1) Reklame
Papan/Billboard, (2) Reklame megatron/videotron/large electric Display
(LED), (3) Reklame Neonbox, (4) Reklame Kain, (5) Reklame Stiker atau
Melekat, (6) Reklame Selebaran, (7) Reklame Berjalan, (8) Reklame
Udara, (9) Reklame Apung, (10) Reklame Suara Reklame Film/Slide, dan
(11) Reklame Peragaan.

Sedangkan, bentuk bukan objek pajak reklame vyaitu (1)
penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, (2) label/merek produk yang
melekat pada barang yang diperdagangkan, (3) nama pengenal usaha atau
profesi yang dipasang melekat pada bangunana tempat usaha atau profesi
yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang menggatur nama
pengenal usaha atau profesi tersebut, (4) reklame yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan (5) penyelenggaraan
reklame lainya yang ditetapkan adakah khusus untuk kegiatan sosial,
pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Selanjutnya, pajak reklame Kota Bukittinggi merupakan salah satu

bayaran yang wajib dibayar untuk memperolen izin guna



menyelenggarakan reklame di Kota Bukittinggi. Merujuk pada hasil
penelitian Rosa, Sovita, dan Abdilla (2020), Kota Bukittinggi terkenal
dengan berbagai macam objek wisata yang banyak dikunjungi oleh
wisatawan domestik dan manca negara sehingga PAD kota Bukittinggi
terbesar berasal dari industri pariwisata dengan pajak daerah berasal dari
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPTHB) diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 / 2012 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pariwisata dipandang sebagai
sumber daya potensial (Wardiyanto, 2011) yang mampu menghasilkan
multiplier effect tinggi.

Dalam pajak reklame, reklame biasanya ditandai pada media
reklame besar yang ditempatkan di daerah yang kerap didatangi para
wisatawan seperti di pinggiran jalan. Tentunya hal ini membutuhkan
promosi yang tidak sedikit dalam hal penyampaian himbauan dan
informasi yang akan diberikan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota
Bukittinggi mesti  merespon dengan meningkatkan  penerimaan
penyelengaraan pajak reklame.

Pemerintah Kota Bukittinggi memungut bermacam-macam jenis pajak
daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Saat menetapkan target pajak, pemerintah Kota Bukittinggi
selalu memperhatikan aspek penting yang mempengaruhi pendapatan
keuangan daerah secara keseluruhan dari kondisi ekonomi daerah Kota

Bukittinggi tersebut. Penerimaan pajak Kota Bukittinggi berasal dari



berbagai jenis pajak, salah satunya merupakan pajak reklame. Dari
perkembangan ekonomi Kota Bukittinggi tersebut, berbagai usaha
berkembang dengan pesat, dapat diketahui dari banyaknya badan usaha
atau dagang yang didirikan di Kota Bukittinggi. Dari perkembangan
tersebut, penerimaan pajak reklame Kota Bukittinggi pastinya mempunyai
potensi besar, sebab setiap individu serta badan wusaha hendak
menggunakan fasilitas periklanan/reklame guna mempromosikan berbagai
macam aktivitas usaha produk.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019-

2023
Target Realisasi Persentase
Tanun (Rp) (Rp) (%)
2019 1.500.000.000 1.232.893.250 82,19%
2020 750.000.000 847.491.000 113,00%
2021 500.000.000 649.850.050 129,97%
2022 860.800.000 967.282.188 112,37%
2023 999.354.321 1.022.393.497 102,31%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019
sampai 2023 realisasi penerimaan pajak reklame telah mencapai target
yang maksimal. Pada tahun 2019, realisasi pajak reklame tidak memenuhi
target yang telah ditetapkan sehingga menempati posisi terendah selama 5
tahun belakangan ini. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 terjadinya

penurunan target pajak reklame karena pada tahun-tahun tersebut terjadi




sebuah wabah yang terjadi secara global yakni Covid-19. Namun, tetap
memenuhi lebih dari 100% dari

target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak reklame di Kota
Bukittinggi terus menurun dari tahun 2021 dengan persentase 129,97 %
hingga tahun 2023 dengan persentase 102,31%. Dapat diartikan bahwa,
adanya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Bukittinggi meski
melampaui target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pentingnya untuk
meninjau apa saja dan bagaimana strategi pemerintah Kota Bukittinggi
dalam menghadapi pajak reklame pada masa-masa Kritis secara global
tersebut baik sebelum wabah, sedang terjadi, ataupun pasca wabah.

Selanjutnya, Bureni (2018) pada penelitiannya yang berjudul
“Analisis Faktor Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak Reklame di Kota
Kupang” menyampaikan bahwa terjadinya penurunan pajak reklame
ditahun 2016 di Kota Kupang disebabkan oleh kontribusi Pajak Reklame
yang turun naik pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 Rp.2.083.615.881,
pada tahun 2015 Rp.2.644.428.722, dan pada tahun 2016
Rp.2.326.447.989,00. Selain itu, kepatuhan para wajib pajak dalam
pembayaran pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi pajak yang
berlakukan serta kualitas pelayanan fiskus juga mempengaruhi penurunan
penerimaan pajak reklame di Kota Kupang.
Selanjutnya, Junaedi (2024) juga menambahkan bahwa kontribusi dari
pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yang tidak terlalu besar
yakni sebesar 1,34 % di tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase

kontribusi menurun hingga kurang dari 1 % realisasi pendapatan asli



daerah yakni hanya 0,87 % akibat pandemi covid-19. Sama halnya dengan
kontribusi pajak reklame terhadap jumlah pajak daerah, kontribusi pada
pendapatan asli daerah di tahun 2023 juga tidak mengalami kenaikan nilai
persentase dari tahun sebelumnya dengan tetap senilai 1,36 %.

Pada akhirnya, berdasarkan latar belakang diatas dan melihat
tingkat penerimaan pendapatan pajak reklame di Kota Bukittinggi, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan
Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pajak Reklame Di Kota
Bukittinggi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan pada Tugas Akhir ini adalah masalah bagaimana
tinjauan strategi pemerintah dalam meningkatkan pajak reklame di Kota
Bukittinggi, guna membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti.
Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan strategi pemerintah dalam meningkatkan pajak
reklame di Kota Bukittinggi?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian

ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi

pemerintah dalam meningkatkan pajak reklame Di Kota Bukittinggi.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari
penelitian ini antara lain :
2. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam
bidang perpajakan dan sebagai suatu penerapan teori manajemen pajak
yang telah dipelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan dan
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bagi Instansi
Sebagai masukan dan informasi bagi Badan Keuangan Daerah
dan Pendapatan Kota Bukittinggi dalam menyusun manajemen atau
strategi dalam meningkatkan pajak reklame.
4. Bagi Pembaca
Memberi informasi tentang bagaimana tinjauan strategi

pemerintah dalam meningkatkan pajak reklame di Kota Bukittinggi.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mengenai tinjauan strategi
pemerintah dalam meningkatkan pajak reklame di Kota Bukittinggi, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi melakukan pendekatan
secara persuasif dan mengeluarkan surat teguran kepada pemilik tiang
reklame tersebut dan menggunakan sebuah sistem aplikasi secara H2H
(Host to Host). Meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi tetapi
tetap bisa diatasi dengan strategi-strategi teresebut.

2. Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mengevaluasi baik secara
internal  maupun eksternal serta melakukan sosialisasi dan
menginformasikan kepada seluruh masyarakat ketika wajib pajak tidak
taat pajak dengan tegas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan
serta aturan yang berlaku di Kota Bukittinggi. Sebaliknya, Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi akan memberikan suatu bentuk penghargaan
yang baik kepada wajib pajak yang taat pajak, bahwa tingkat
kenyamanan dan tingkat kunjungan Kota Bukittinggi tentunya
berdampak dengan usaha-usaha wajib pajak tersebut.

3. Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi membuat rencana jangka
panjang Vyaitu dengan menggunakan sistem informasi SPPD
(Sistem  Pengelolaan  Pendapatan Daerah) petugas di bidang

pendapatan akan membuat sebuah database yang mana petugas bisa



melihat semua data tagihan maupun piutang wajib pajak reklame di
Kota Bukittinggi untuk menginformasikan kepada waib pajak reklame
tersebut supaya disiplin dan menciptakan kesadaran sebagai wajib pajak

reklame di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota
Bukittinggi sebagai berikut.

Pertama, bagi pihak Badan Keuangan Daerah agar memberikan
sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan yang
akan dikeluarkan yang akan dilaksanakan. Pihak badan keuangan daerah
juga harus mempertimbangkan sanksi yang tegas atas pelaksanaan suatu
kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang

diharapkan.

Kedua, bagi pihak subjek dan wajib pajak reklame agar senantiasa
mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena
kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar
penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga

berdampak pada pembangunan daerah kea rah yang lebih baik
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